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KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah
kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat.
Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam
memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monltoring dan mengevaluasi
program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif
dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan
pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan
mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut
potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sukoharjo. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh
jajaran KPU dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran
yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPMN 2015-2019, dan
sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian
sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana
diamanatkan pada RPMN 2015-2019.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo harus melaksanakannnya secara akuntabel dan
senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan
pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukoharjo 2015-2019 yaitu menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang
Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan
JURDIL.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah
berpartisipasi mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen
perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai
lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Sukshario, Januari 2016
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Sebagai lembaga pemerintah mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi
sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara
pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari UU No. 22 Tahun 2007
yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada
konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak
mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga Negara yang sangat penting secara
konstitusional dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional tetap dan mandiri
dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan

kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Sukoharjo merupakan instansi non struktural sebagai lembaga
penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat
Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan merupakan bagian Komisi Pemilihan

Umum serta bertanggung-jawab kepada Ketua KPU.

Tugas Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Sukoharjo
1. Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

meliputi :
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal
di Kabupaten/Kota;

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
¢. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,

PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan

dan diserahkan oleh Pemertintah dengan memperhatikan data Pemilu



dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan

menetapkankannya sebagai daftar pemilih;

. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat

berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang
bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara
di PPK;

Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara
serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu

Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan

mengumumkannya;

. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah
pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita

dCaranya,

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh

Panwaslu Kabupaten/Kota;

. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktoifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota,dan pegawai
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan
rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada

masyarakat;

. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu; dan



p- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undang.

2. Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi:

a.

Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal

di Kabupaten/Kota;

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota

berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,

PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan
dan diserahkan oleh Pemertintah dengan memperhatikan data Pemilu
dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan

menetapkankannya sebagai daftar pemilih;
Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.

Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara

panghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;

Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota,dan pegawai
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan
rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;



Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu; dan

m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi, dan/atau Peraturan perundang-undang.

3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

pemilihan bupati/walikota meliputi:

a.

b.

merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;

menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan
KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari
KPU dan/atau KPU Provinsi;

menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan

bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;

mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau
KPU Provinsi;

menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan

bupati/walikota;

memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan
dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu
dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan

menetapkannya sebagai daftar pemilih;

. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan

gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara

dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;



k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

|. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil

pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;

0. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota
PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat
KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi
Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada

masyarakat;

r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan
gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan

bupati/walikota;

t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden, berkewajiban:



a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

b. Memperlakukan peserta Pemilu Pileg dan pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden, secara adil dan setara;

Cc. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada

masyarakat ;

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan

peraturan perundang-undangan ;

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
Kabupaten/Kota dan Ilembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan

pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;

g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu
kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada

Bawaslu;

i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan

ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat
kabupaten/kota kepada peserta pemilu setiap hari selama rekap dan setelah

rekapitulasi di kabupaten/kota;
k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan

|.  Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi
dan/atau peraturan perundang-undangan.
Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan
tugas, wewenang dan kewajibannya pada akhir bulan Desember 2015, sebanyak 29
Orang, terdiri dari Komisioner 5 orang, Pejabat Struktural (PNS) 5 orang dan Staf (PNS)
12 orang. Sedangkan tenaga kontrak sejumlah 7 orang.
KPU Kabupaten Sukoharjo beranggotakan 5 (lima) orang yang dipimpin oleh seorang

Ketua, dijabat Kuswanto,SH.MH, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Provinsi Jawa Tengah Nomor : 129/Kpts/KPU- Prov-012/09/X/2013 tanggal 25 Oktober
2013.

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISIONER DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kab. Sukoharjo sebagai
berikut :

KETUA
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Sedangkan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab.
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1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
POTENSI
a. Aspek Kelembagaan

- Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Sukoharjo telah mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu Indonesia.

- Setiap pegawai KPU Kabupaten Sukoharjo telah memehami dengan jelas
tugas dan fungsi organisasi, sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang
sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek SDM

- KPU Kabupaten Sukoharjo memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup
dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia.

- KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan pembinaan, khususnya pembinaan
dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian ijin belajar, diklat,
sosialisasi, workshop dan sebagainya.

c. Aspek Kepemimpinan

- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo memiliki visi yang kuat untuk
membawa KPU Kabupaten Sukoharjo ke arah yang lebih baik.

- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo dapat menciptakatan suasana
kondusif untuk terciptanya komunikasi yang efektif dan memiliki kemampuan
dalam mengelola sumber daya dengan baik.

- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo berupaya mewujudkan budaya
kerja yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen

untuk seluruh pegawai.

d. Aspek Perencanaan dan anggaran
- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan
partisipasi aktif seluruh elemen.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

e. Aspek hubungan dengan stakehol der’ s
KPU Kabupaten Sukoharjo t el ah berupaya

sehingga mereka puas dengan kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo.

PERMASALAHAN
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu KPU

Kabupaten Sukoharjo dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang



dating dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi, mulai dari yang
bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Adapun
permasalahan di KPU Kabupaten Sukoharjo dijabarkan sebagai berikut :
a. Kelembagaan
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
antar sub bagian sehingga terjadi tumpang tindih program dan
kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- Beban kerja antar sub bagian belum seimbang sehingga masih
terdapat sub bagian yang beban tugasnya kurang memadai.
b. SDM
Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan
beban kerjanya
c. Perencanaan dan anggaran
Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi khususnya anggaran untuk program penguatan

kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.



BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan

berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdl.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi

Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jujur, adil,

transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan meknisme kerja yang

efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas

tinggi dan berwawasan nasional.

2.2 MISI

a.

Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara

pemilu yang profesional;

b. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku
kepentingan, dan umumnya untuk sekuruh masyarakat;
c. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan
pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
d. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan,
akuntabel, serta aksesable
2.3 TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Sukoharjo adalah :

a.
b.

Tersekenggaranya pemilu sesuai dengan perundangan yang berlaku
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demiokrasi di
Kabupaten Sukoharjo.

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang akan dicapai selama tahun 2015-2019 adalah :

a. Meningkatnya kualitas penyelenggara pemilu dengan indikator kinerja

sararan strategis sebagai berikut:
1. Meningkatnya presentase pemilih dalam pemilu

2. Presentasi partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu



3. Presentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT vyang
menggunakan hak pilihnya
b. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu
1. Presentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU.
2. Presentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian
c. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan
1. Presentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan
regulasi

2. Presentase sengketa hokum yang dimenangkan oleh KPU



BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah kebijakan dan Strategi KOMISI PEMILIHAN UMUM

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian
sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara
terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang
komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas
dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran
stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini
mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan,
perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku
kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar
Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari
keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan
perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses
bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi
Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan
(stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap
pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang
dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya
(DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat

umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo pada kurun waktu 2015 i 2019,
akan menggunakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan. Adapun

program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksaan Tugas Teknis Lainnya
Arah kebijakan program ini mencakup :
1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi
antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi,
pengadaan, pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta
terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;

3. Menyelenggarakan ~ dukungan  operasional  dan pemeliharaan



perkantoran sehari-hari;

4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi
kepegawaian.

5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi
keuangan

6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel

b. Program Penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik
Arah kebijakan program ini mencakup :
1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan
KPUpendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan
penyuluhannya.

2. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

3.2. Kerangka Regulasi.

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi
dalam kaitanya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi KPU
Kabupaten Sukoharjo. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai
kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan
teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. regulasi yang
diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)
1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
secara serentak;
. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

A U1 A W N

. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif

dan Pemilu Presiden;



8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan
penyelenggraaan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pmeilu
Presiden;

9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden;

10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu

Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota secara serentak;

. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;

o U A~ W N

. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota;

7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan
Gubernur,Bupati dan Walikota;

8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan
penyelenggraaan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota;

9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota;

10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati

danWalikota serta penetapan calon terpilih.

II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan
penyelenggaraan Pemilu :
a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertangungjawaban;
. Peraturan tentang kepegawaian;

C

d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
f

. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.



3.2. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan

hubungan inter dan antar organisasi dengan KPUD Kabupaten

Sukoharjo, serta sumber daya manusianya. Upaya penguatan

kelembagaan di KPU Kabupaten Sukoharjo akan terus dilakukan melalui

upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;

2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja;

3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja
dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih
transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional,
berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan
misi organisasi KPU dengan baik;

5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai
upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyakarakat untuk
berdemokrasi secara berkualitas;

6. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang
efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan

7. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja
pengelolaan progam prioritas pembangunan.

8. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah,

bilateral dan multilateral.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, KPU
Kabupaten Sukoharjo berencana akan bekerjasama dengan Bupati,Kajari,
Kapolres, Kodim, DPRD,Kopasus,LSM,Bank dan pihak pihak yang terkait.
Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan
profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya
manusia dilingkungan penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Sukoharjo
bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak
politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil.



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja.
Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau
organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja

Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada tabel
sebagai berikut:

No. Piog-am/Kegatan Sasran Kegatan Indikaor Kinerja Kegatan Target Kinerja
2015| 2016| 2017| 2018| 2019
A | Progam Dukungan Manaenmen dan Pelaksanaan Tuges Teknis Lannya KPU
1 | Pelalsanaan Meningkanya Persentasemeningkatnya 60% | 65% | 70% | 75% | 80&
akuntabilitas pembinaan kgpadtas
pengeblaan perbendaharaan pengetahuan/pemsharren
adminigrasi para pejaat perbendaharaan
keuangan di pada KPUKPUPovinsidan
lingkungan Setjen KPU Kéeb/Kota dalan
KPU pengelolaan keuangan
Terlaksananyasygem Jumleh laporan sysem 2 2 2 2 2
aluntansidan akuntansidan pelgparan Lap | Lap | Lap | Lap | Lap
pelgoran keuangan keuangan
Teaslesakannya Persentasepenyelesaian 75% ) 76% | 77% | 78% | 80%
permasaldan permasaldan dalan
pengeblaan keuangan pengelolaan keuangan pada
stk KPU,KPUPVINS,
KPUKab/Kota
Tersusinnya &poran Jumleh KPU Provinsidan 533 | 548 | 48 | 548 | 548
pertanggungiaweban Kab/Kota yang Lap | Lap | Lap | Lap | Lap
penggunaal anggaan menyanpaikan laporan
pertanggungawaban
penggunaan anggaan (e
LPPA)yangtepat waku dan
vald
2 | Fedlites Telaksananya Perseentasepola pengelolaan 70% | 80% | 100%| 0% | 0%
Pengeblaan Daa, penmbinaan koordinasi logitik Perrilu di tingkat
Dokumentas, tingka satke dalan satker
Pengadaan, mengebla bggik
Pendigribusan, pemil
Pemdiharaan dan Terlaksananya Persentasepelerrbagaan SOP| 70% | 90% | 100%| 0% | 0%
Inventarisssi Logitik | pelenbagaan SOP pengelolaan logiik Pemiu
Pemiu pengeblaan logitik
Pemlu
Tersusnnyasiendar Persentasepenyusunan 70% | 80% | 90% | 0% | 0%
logitik Perilu stndar logigik Pemil
Telaksananya Persentasepenyusunan 70% | 80% | 95% | 0% | 0%
pengendalian dan adminidrasipengelolaan
pengeturan adminidrasi | logitik
pengeblaan logitik Persentaseketersediaan 70% | 85% | 100%| 0% | 0%
informasiarsipdan dokumen
pengelolaan logitik pemilu
Teasdianya data Persentasejumlen, jents, 0% | 0% | 90% [ 100%| 100%
kebutuhan logigik abkasidan peruntukan
Pemlu yangakurat logitik Pemilu yangtepat
3 | Pelakanaan Tersedianya dokumen Pereentasekeseswaan antara | 75% | 7750 | 7750 | 7750 | 77,50
Mangiemen perencanaan dan Rengra dan Renja K/L dan % % % %
Perencanaan dan penganggaan, RKA KL
Daa koordinasiantar
lenmbaga data dan
informasi srta tesl




Terwuyjudnyasgem Persentaselaporan 75% | 770 | 7750 | 7750 | 77,50
adminigtrasi monitoringdan evduasiyang % % % %
penyelenggaraan pemilu | akuntabel dan tepat waku
yangtertib, efektif dan  ["PereentaseKPU,KPU/KIP 60% | 6500 | 6500 | /500 | 500
efisen Piovinsidan KPUKIP % | % | % | %
Kabupaten/Kota yangtarge
kinefjanyatercapai sesuai
dengan penetapan kinerja
Tersedianya data, Presentase pemutakhiran | 100%] 100%f 100%| 100%) 100%
informasi dan data pemilih di tingkat
sarana dan kelurahan
prasarana
teknologi
informasi
Permbinaan DM, Tingka ketepatan tertib | Penataan organisag, 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Pelayanan dan adminigrasidan pemnbinaan dan pengelolaan
Adminigrasi pengelolaan M adminigrasi SDM
Kepegawdan TelaksananyaDikla LCayanan peningkaan T®% | 100%| 100%)| 100%)| 100%
Teknis dan Dikla kompetensiSDM
Sruktural
TeselanyaAngpta | SeleksiAnggota KPUDagah 100%
KPUDaeah Femekaan | Penmekaran
Penyelenggaaan Meningatnyakualitas Persentasepemenuhan 90% | 85% | 85% | 85% | 85%
Operasona dan pelayananadminidrasi | kebutuhan srana dan
Pemdiharaan perkantoran prasranaadminigrasi
Perkantoran (KPU) penunjang kinerja pegawa
Meningkanya Pereentase 60% | 75% | 100%| 100%| 100%
aluntabilitas pengadminigrasan BVIN
penatauisshaan Barang KPUDaeah (Pov, Kab,
Milik Negara KPU Kota) ke dalan gplikasi
Nasona IMAK
Terwyjudnya Jumlan KPU Kab/Kota yang 300 | 400 | 511 | 511 | 511
pengebolaan persediaan | melgorkan persediaan as&t
(Sock opnamé berdasarkan gock opname
dengan tepat waku
Meningkatnyakapagtas | Persentaseketepatan dan 75% | 100%| 100%| 100%| 100%
personil pengelolaBVIN | tertib adminigrasi
pelalsanaan evaliasitindak
lanjut
Meningkanya Pereentasejumleh arspyang | 50% | 60% | 70% | 80% | 90%
pengelolaan dan dikebla seswai dengan
penerapan keasgpan penergpan kaidah kearspan
*suai kaidah keargpan
Menindkanya Pereentasejumlah stker 50% | 60% | 70% | 80% | 90%
aluntabilitas penataan, KPUDaeah (Pov,
pendataan dan penilain | Kab/Kota) yangmengebla
arsp ardp «sSwa auran keardpan
Pemeiksaan di Tersusnnya &poran Persentasepenurunan kesus | 15% | 17% | 18% | 20% | 25%
lindwngan Sjen hasl pemeikssan terhadap penyelevengan
KPU,Seketariat keuangan, pegavai
Povinsidan Tersusnnya aporan Peningkdan Kuglitas WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
Shketaria

hasll review laporan
keuangan

penyusuaan lgporan
keuangan sesai SAP

Piogam Renguatan Kelembagaan Denokrasidan

Rerbaikan Poses Politik

Penyiapan
penyusuaan
Rancangan
Peraturan KPU,
Advokas,
Penyelesaien
Sengketa dan
Penyduhan

Menindkatnyakualitas
rancangan Reraturan
KPU dan Keputusan
KPUyangsesiai

Persentaseketepatan waktu
harmorisasidan penyusaan
PKPUdan keputusn KPU

95%

95%

95%

95%

95%

Persentaseperaturan KPU

95%

100%

100%

100%

100%

dengen ketentuan dan keputusn KPUyang

perrbentukan peraturan | sesuai format peraturan

perundang-undangan perundang-undangan

Meningkanya Tersedianya pedoman teknis 89% | 90%
pelayanan dan kapasitas | penyusaan pelgporan dana

penyelenggaraan kanpanye, audit dana

Pemlihan Umum

kanpanye, verifikesi parta
palitik dan anggota DPD




Persentasepermangku
kepentingan yang menerima
bimbingan/pelayanan
penyusaan lgporan dana
kanpanye, audit dana
kanpanye, pendaftaran
Partai Politik dan Anggota

89%

90%

informasidan publikasi srta
sodalkasipada Remili dan
Pemlukada

DPD
Persentaseketepatan waktu 89% | 90%
penyigpan bahan pelayanan
pelgoran danakanpanye,
audt danakanpanye,
pendaftaran Partai Politik dan
Anggota DPD
Terlaksananyapengelolaan 90% | 90% | 91% | 91% | 91%
dokumen produk hukum
Meningkanyakuditas | Terlaksananyapenyediaan 90% | 90% | 91% | 91% | 91%
pelayanan, pengebolaan | dan penyajan dokumentasi
dokumentasidan dan informasi hukum yang
informasi hukum mutakhir
Terlaksananyadukungan 90% | 90% | 91% | 91% | 91%
keatausshaan yang handdl
(cepat, tepa dan alurat)
2 | pedoman, petunjuff Meninganyakualitas Prosentaseproses PAW 1 1 T T
teknis dan dukungan teknisdalan | anggota DPRdan DFD,
bimbingan Pemlu Legdatif, Pemrlu | DPRD Piovinsidan DPRD
teknis/supervisi, | Presden dan Wakl Jumiah data serta dokumen 531 | 531 | 531 | 531
publikasi/sosialisag Presden rta Remilu Pemlu, Pemili Rresiden dan
penyéenggaraan | Kepal Daerah dan Wakl Presiden srta
pemilu dan Wakl Kepal Daerah Pemlukada
pendidikan pemilih Perentasepenyanpaan 1 0 0 0

4.2. Kerangka Pendanaan.

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sukohaggama 5Talun (205-2Q19)

Progam/
Kegatan

Sasran Pogram (Outcome) /
Sasran Kegdatan (Output) /
Indkaor Kinerja

Alokaa

Jumlah

2015

216

2017

2018

2019

07/6.a.01

Sasran Pogram Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis

LahnyaKPU

2.066.127.

0]2.066.127.0

2.127.963.0

2.192.075.00(

2.258.534.0

076.0L06

Sasaran Pogram Penguatan
Kekmbagaa Denokrasidan
Perbaikan Poses Blitik

1752.234.0

1.752.234.

48.020.000

50.376.000

52.846.000

TOTAL

3.818.361.

0] 3.818.361.

2.175.983.

2.242.451.00

2.311.380.

Kerangka Pendanaan Kegatan KPUKabupaten Sukohagdama 5Tatun 2QA5-2Q9)

Progam/
Kegatan

Sasran Pogram (Outcome) /
Sasran Kegdatan (Output) /
Indkaor Kinerja

Alokes (dalan juta rupah)

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah

076.0.01

Sesran Pogram Dukungan
Manajemen dan Tuges Teknis

Lannya KPU

2.066.127.0

2.066.127.0

2.

127.963.0

2.

192.0T&0

2.258.534.0

10.710.826.0

3355

Pelalsanaan Akuntabilitas
Pengeblaan Adminigrasi
Keuangan di Lingkungan Sttjen
KPU

1.602.646.00

1.602.646.0

1.

659.314.0

1.

717.994.0

1.778.759.0

8361359000

3356

FaslitasiPengeblaan Daa,
Dokumentas, Pengadaan,
Pendigrubusan, Pemeliharaan

11.348.000

11.348.000

11.903.000

12.486.000

13.098.000

60.183.000

10.710.826.0(

3.655.710.0

14.366.536.00




Progam/
Kegatan

Sesran Pogram (Outcome) /
Sasaran Kegatan (Output) /
Indkétor Kinerja

Alokes (dalan juta rupah)

2016

017

2018

Jumlah

dan Inventarisasi Logetik PFemilu

3357

Pelalsanaan Mangjemen
Perencanaan dan Daa

58.994.000

58.994.0

61.817.0

64.783.0

67.890.0

312.478.000

3358

Permbinaan DM, Pelayanan dan
Adminigrasi Kepegwabn

2.710.000

2.710.0

2.827.0

2.952.0

3.082.0

14.281.000

3360

Penydlenggaaan Operadona dan
Pemdiharaan Rerkantoran (KPU)

382.317.00(

382.317.00(

383.594.00(

384.935.00(

386.342.00(

1.919.505.00(

3361

Pemeiksaan di Lingkungan Sttjen
KPU,Sketariat Proving, dan
Sketariat Kabupaten/Kota

8.112.00!

8.112.0

8.508.0

8.925.0

9.363.0

43.020.000

076.0L06

Sssran Pogram Penguatan
Kelenbagaan Denokras dan
Perbaikan Poses Rlitik

1.752.234.0

1.752.234.

48.020.000

50.376.000

52.846.000

3.655.710.0

3363

Penyigpan Renyusnian Rancangan
KPU,Advokad, Renyelesaian
Sengketa dan Renyduhan
Peraturan Rerundang undangan
yang Berkatan dengan
Penydlenggaaan Remilu

11.390.0¢

11.390.000

23.894.000

25.066.000

26.294.000

98.034.000

3364

Faslitasi Penyelenggaraan
Tehapan Remilu

1.740.844.00

1.740.844.0

24.126.0

25.310.0

26.552.0

3.557.676.0

TOTAL

3.818.361.0f

3.818.361.

2.175.983.

2.242.451.

2.311.380.

14.366.536.00




BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015-2019 adalah
dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun dan merupakan panduan bagi
KPU Kabupaten Sukoharjo dalam menentukan rencana strategik dan rencana
kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas yang perlu segera
dilaksanakan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran,
dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun satu tahun
mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan
diwuiudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum tahun 2015-2019 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan
pendanaan Komisi Pemilihan Umum serta matrik kerangka regulasi.

Rencana strategis Komisi pemilihan umum tahun 2015-2019 merupakan
komitmen bersama seluruh unit keria baik KPU Pusat dan KPU Daerah (provinsi,
Kabupaten Kota) untuk melakanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan
meningkatkan kinerJa sesuai dengan rarget yang ditetapkan.

Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan
acuan dalam pelakanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.
Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan
penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi
masing-masing unit keria sehingga implementasi dari target kinerja yang telah
ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan. Demikian dokumen perencanaan
pembangunan jangka pendek Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 ini
disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum untuk satu tahun

mendatang dapat terwujud.



Nama Lembaga

Tahun

RENCANA KINERJA TAHUNAN

: 2016

: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

1

2

3 4

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

pemilu.

Meningkatnya  presentase 75 %
pemilih dalam pemilu
Presentasi partisipasi
pemilih perempuan dalam
pemilu

Presentase pemilih
disabilitas yang terdaftar
dalam DPT yang

menggunakan hak pilihnya

Meningkatnya kapasitas penyelenggara

pemilu

1)

2)

Presentase terpenuhinya 80 %
jumlah  pegawai  organik
kesekretariatan KPU.

Presentase ketepatan waktu
penyelesaian administrasi

kepegawaian.

Meningkatnya kualitas

kepemiluan

regulasi

1)

2)

Presentase partisipasi 85 %
pemangku kepentingan
dalam penyusunan regulasi

Presentase sengketa hokum

yang dimenangkan oleh KPU

Sukoharjo, 4 Januari 2016
KETUA

KS .‘iFS PEMILIHAN UMUM
RABUPATEN SUKOHARJO,

KU ‘4‘554, O, 5H, MH




INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama/Unit Organisasi

Tugas

Fungsi

: Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo

Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu/
pilkada;

Memberikan dukungan teknis administratif;

Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten
Sukoharjo dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pilkada;
Membantu pendistribusian perlengkapan
penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah;

Membantu perumusan dan penyusunan rancangan
keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo;

Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah;

Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan
kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten
Sukoharjo; dan

Membantu pelaksanaan tugas-tugas
dengan peraturan perundang-undangan.

lainnya sesuai

Sebagai Pelaksana pada Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta
Pemilihan Gubernur Jawa Tengah

Sebagai Penyelenggara pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Sukoharjo.

NO

URAIAN

CARA
MENGHITUNG

SUMBER DATA

2

3 4

Jumlah KPU Provinsi / Kabupaten Kota
yang menyampaikan laporan pertanggung
jawaban penggunaan anggaran (e-LPPA)
yang tepat waktu dan valid.
Prosentase jumlah, jenis,
peruntukan logistik pemilu yang tepat

Fasilitasi pembentukan lembaga riset
kepemiluan dan operasionalisasinya

aplikasi
digunakan dalam penyelenggaraan

Jumlah sistem

pemilu

Jml KPUD yg
menyelesaikan e-LPPA/
548 x 100 %

Data DPT Resmi dan
Surat Suara

alokasi dan | DPT Se Tiap + 2,5 %

yang




- Pengembangan teknologi informasi
dalam kepemiluan :a. kalian e-voting,
e-counting dan e-recapitulation b.

penguatan sarana dan prasarana
perangkat teknologi informasi
kepemiluan

- Presentase kesesuaian antara

renstra dan renja K/L dan RKAKL

- layanan peningkatan kompetensi SDM

- penataan organisasi, pembinaan dan
pengelolaan administrasi sumber daya
manusia

- presentasi pengadministrasian BMN
KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke
dalam aplikasi SIMAK

- penataan, pendataan dan penilaian
arsip

- layanan perkantoran

- prosentase pengaduan masyarakat
yang ditindak lanjuti

- prosentase penurunan kasus terhadap
penyelewengan keuangan, pegawai

RKA KL : Renja atau
Renstra x 100 %

Neraca Simak i Barang
Konsumsi

Pengaduan yg masuk/
Jml yg ditindaklanjuti x
100 %

Data Renstra dan Renja
dan RKA K/L

Data Hasil Pemilu-A1l

- Terlaksananya pengelolaan dokumen
produk hukum

- Terlaksanya penyediaan dan
penyajian dokumentasi dan informasi
hukum yang mutakhir

Jumlah provinsi dan kabupaten kota yang
mengikuti bimtek pemilukada

Sejumlah produk hukum
yg terselesaikan
Sejumlah produk hukum
yg terselesaikan

Jml KPUD yg mengikuti
bimtek/ 269 x 100 %




wOMIs,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KUSWANTO, S.H.

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan
dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab
kami.
Sukoharjo, 4 Januari 2016

KETUA

KQZisi PEMILIHAN UMUM
K,‘-B T"N SUKOHARJO,

KUSWANTO, SH, MH



PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
Tahun : 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
“1. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan | d. Meningkatnya  presentase 75 %
pemilu. pemilih dalam pemilu
e. Presentasi partisipasi

pemilih perempuan dalam
pemilu
f. Presentase pemilih

disabilitas yang terdaftar

dalam DPT yang
menggunakan hak pilihnya

2. | Meningkatnya kapasitas penyelenggara | 3) Presentase terpenuhinya 80 %
pemilu jumlah  pegawai  organik

kesekretariatan KPU.
4) Presentase ketepatan waktu
penyelesaian administrasi

kepegawaian.

3. | Meningkatnya kualitas regulasi | 3) Presentase partisipasi 85 %

kepemiluan pemangku kepentingan
dalam penyusunan regulasi

4) Presentase sengketa hokum

yang dimenangkan oleh KPU

Program Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Rp. 2.008.587.000,-
Teknis Lainnya KPU
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan  Rp.  33.492.000,-
Proses Politik
Sukoharjo, 4 Januari 2015
KETUA
KOMISY fEMILIHAN UMUM
KWABUPATEN SLIKOHARJO,

NTO, $H, MH

A
(4




wOMIs,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : SUHADI, SH, MM.
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : KUSWANTO , SH, MH.
Jabatan : Ketua Komisi Pemelihan Umum Kabupaten Sukoharjo
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab
kami.
Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 4 Januari 2016

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
’%"- )
KUSWANTO, SH, MH. | ) SUHADI, SH, MM

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo



Nama Lembaga

PERJANJIAN KINERJA

: Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo

Tahun : 2016

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. | Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya (076.01.01)

a. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan | Jumlah  KPU  Provinsi / 2 Laporan
administrasi keuangan di lingkungan | Kabupaten Kota yang 12 bulan
setjen KPU menyampaikan laporan layanan

pertanggung jawaban
penggunaan anggaran (e-LPPA)
yang tepat waktu dan valid.

b. Pengelolaan data, dokumentasi, | Prosentase  jumlah,  jenis, | 1 pokumen
pengada_an,_ pendistribusian ~ dan | alokasi dan peruntukan logistik 1 Layanan
mventarlsaSI sarana dan prasarana pem”u yang tepat. Pengadaan
pemilu .

1 unit

c. Pelaksanaan manajemen perencanaan 5 Dokumen
dan data - Fasilitasi pembentukan 1 Aplikasi

lembaga riset kepemiluan
dan operasionalisasinya

- Jumlah sistem aplikasi yang
digunakan dalam
penyelenggaraan pemilu

- Pengembangan teknologi
informasi dalam kepemiluan
:a.  kalian  e-voting, e-
counting dan e-
recapitulation b. penguatan
sarana dan  prasarana
perangkat teknologi
informasi kepemiluan

- Presentase kesesuaian
antara renstra dan renja K/L
dan RKAKL

1 Dokumen

d. Pembinaan sumber daya m_a|_1usia,_ i :fgnigaegensi SDMpenlngkatan 2 Orang
pelayanan dan administrasi
kepegawaian .

- penataan organisasi,
pembinaan dan pengelolaan
administrasi sumber daya
manusia
2 laporan

e. Penyelenggaraan operasional dan |- Presentasi 12 Bulan

pemeliharaan perkantoran pengadministrasian BMN Layanan
KPU Daerah (Prov, Kab, 3 Satker

Kota) ke dalam aplikasi
SIMAK

- penataan, pendataan dan
penilaian arsip

- layanan perkantoran




f. Pemeriksaan di lingkungan setjen | - prosentase pengaduan 2 Laporan
KPU, sekretariat kpu provinsi dan masyarakat yang ditindak
sekretariat KPU Kabupaten/Kota lanjuti

- prosentase penurunan kasus
terhadap  penyelewengan
keuangan , pegawai

Penguatan kelembagaan demokrasi dan

perbaikan proses politik (076.01.06)

a. Penyiapan penyusunan rancangan | - Terlaksananya pengelolaan 1 Kasus
peraturan KPU, advokasi, dokumen produk hokum 1 Laporan
penyelesaian sengketa dan | . Terlaksanya penyediaan 1 Provinsi
penyuluhan peraturan. perundang dan penyajian dokumentasi
undangan yang ber.kaltab dengan dan informasi hokum yang
penyelenggaraan pemilu

mutakhir

b. Pedoman, petunjuk teknis dan 5 Orang
bimbingan Jumlah provinsi dan kabupaten 1 Dokumen
teknis/supervise/publikasi/sosialisasi | kota yang mengikuti bimtek 1 Satker
penyelenggaraan pemilu dan | pemilukada 1 Laporan
pendidikan pemilih

Kegiatan Anggaran

1. A. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan Rp  1.546.486.000

administrasi  keuangan  dilingkungan
Setjen KPU

B. Pengelolaan data, dokumentasi, Rp 11.348.000
pengadaan, pendistribusian dan
inventarisasi sarana dan prasarana
pemilu/ pilkada

C. Pelaksanaan manajemen perencanaan Rp 58.994.000
dan data

D. Pembinaan SDM, ©pelayanan dan Rp 1.330.000
administrasi kepegawaian

E. Penyelenggaraan operasional dan Rp 382.317.000
pemeliharaan perkantoran

F. Pemeriksaan dilingkungan Sekretariat Rp 8.112.000
KPU Kabupaten Sukoharjo

2 A. Penyiapan penyusunan RPKPU, advokasi, Rp 11.390.000

penyelesaian sengketa dan penyuluhan
peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan  penyelenggaraan
pemilu

B. Pedoman, petunjuk  teknis dan Rp 22.102.000

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo

bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/
sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan
pendidikan pemilih

Sukoharjo, 4 Januari 2016

KUSWANTO, $H, MH.

Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo

SUHADI, SH, MM




wOMIs,

RENCANA AKSI KINERJA

Nama/ Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo

Tahun : 2016
Sasaran Indikator |Target| Kegiatan Rencana Pelaksana
Strategis Kinerja Pelaksanaan an
T T |T|T
1|23 4
1 2 3 4 5/ 6|78 9
Meningkatnya | g. Meningkatnya 75 % Melaksanak Vv 28 Mei 2016
kualitas presentase an
penyelenggara pemilih dalam sosialisasi
an pemilu. pemilu secara
h. Presentasi masal &
partisipasi door to \ 17 Juni 2016
pemilih door
perempuan
dalam pemilu
Presentase
pemilih
disabilitas v 17 Juni 2016
yang
terdaftar
dalam  DPT
yang
menggunakan
hak pilihnya
Meningkatnya | 5) Presentase 80 1) Menampung | V | V | V | V Tergantung
kapasitas terpenuhinya / menerima adanya mutasi
penyelenggara jumlah mutasi PNS
pemilu pegawai Organik yg
organik malakukan
kesekretariata lolos butuh
n KPU. ke KPU Kab
Sukoharjo




6) Presentase 2) Dipatuhinya | v v v v Tergantung
ketepatan jadwal jadwal
waktu penyelesaia
penyelesaian n
administrasi
kepegawaian.

Meningkatnya | 5) Presentase 85 % 1) Melaksanak v 1 April 2016
kualitas partisipasi an
regulasi pemangku sosialisasi
kepemiluan kepentingan tahapan
dalam pemilu/
penyusunan pilkada dan
regulasi produk-

6) Presentase produk v 18 Des 2016
sengketa hukum
hukum yang

dimenangkan
oleh KPU

Sukoharjo, 4 Januari 2016
KETUA

KOM:iSi PEMILIHAN UMUM
KL2UPATEN SUKOHARJO,

KUSWANTO, SH, MH




Nama/Unit Organisasi

: Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

RENCANA AKSI KINERJA

Tuhun : 2016
Sasaran Indikator | Target Kegiatan Rencana Pelaksanaan Pelaksanaan
Kegiatan Kinerja Bl B2 | B3 B4 | B5 B6 | B | B8 | B9 | B10 | B11 | B12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Dukungan
manajemen dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
(076.01.01) Jumlah “KPU'|2 Laporan Penyusunan v 30 Januari
a. Pelaksanaa | Provinsi /| 12 pulan a) Laporan Sistem
n Kabupaten layanan Akuntansi &
akuntabilita | Kota  yang Pelaporan
S menyampaik Keuangan
pengelolaa | an  |aporan b) Laporan v 30 Januari
gdministras pertanggung :Eanﬁ nogHnga
i keuangan Jawaban Penggunaan
di penggunaan Anggaran
lingkungan | anggaran

setjen KPU




b. Pengelolaa

n data,
dokumenta
Si,

pengadaan

I
pendistribu
sian  dan
inventarisa
si sarana
dan
prasarana
pemilu

Pelaksanaa
n
manajeme
n
perencanaa
n dan data

(e-LPPA)
yang tepat
waktu  dan
valid.

Prosentase
jumlah,
jenis, alokasi
dan
peruntukan
logistik
pemilu yang
tepat.

- Fasilitasi

pembent
ukan
lembaga
riset
kepemilu
an dan
operasio
nalisasin
ya

- Jumlah

sistem
aplikasi
yang
digunaka
n dalam
penyelen

1
Dokumen
1 Layanan
Pengadaa

n

1 unit

5
Dokumen
1 Aplikasi

Evaluasi
Pengelolaan
Logistik

Pemeliharaan dan
inventarisasi logistik

5s/d 10
Nopember

10 Mei

6 Juni




ggaraan
pemilu
Pengemb
angan
teknologi
informasi
dalam
kepemilu
an :a.
kalian e-
voting,
e-
counting
dan e-
recapitul
ation b.
penguata
n sarana
dan
prasaran
a
perangka
t
teknologi
informasi
kepemilu
an
Presenta
se
kesesuai
an
antara
renstra

1
Dokumen
2 Orang

Penyusunan
Program, Rencana
Kerja dan RKA K/L

Tahun 2016

4 Juli

2 Januari




d. Pembinaan

sumber
daya
manusia,
pelayanan
dan
administras
i

kepegawai
an

Penyelengg
araan
operasional
dan
pemelihara
an
perkantora
n

dan renja
K/L dan
RKAKL

layanan
peningka
tan
kompete
nsi SDM

penataan
organisas
I,
pembina
an dan
pengelol
aan
administr
asi
sumber
daya
manusia

presenta
si
pengadm
inistrasia
n BMN
KPU
Daerah
(Prov,
Kab,
Kota) ke
dalam
aplikasi
SIMAK
penataan

2 laporan
12 Bulan
Layanan
3 Satker

Perjalanan dinas
dim rangka
pelantikan jabatan
structural dan test
kompetensi serta
integritas dim
rangka alih status
Pengiriman peserta
diklat teknis

Pengelolaan SIMAK,
Penghapusan
Barang Milik
Negara

Tergantung bila
sda penawaran

Setiap awal bulan




Pemeriksaa
n di
lingkungan
setjen KPU,
sekretariat
kpu
provinsi
dan
sekretariat
KPU
Kabupaten
/Kota

4
pendataa
n dan
penilaian
arsip
layanan
perkanto
ran

prosenta
se
pengadu
an
masyara
kat yang
ditindak
lanjuti

prosenta
se
penuruna
n kasus
terhadap
penyelew
engan
keuanga
n '
pegawai

2 Laporan

30 September

21 Nopember




Penguatan
kelembagaan
demokrasi dan | - Terlaksa 1 Kasus Dok tasi d v
; okumentasi dan v
perbaikan N nanya 1 Lapo.rarll Informasi Produk 1 Maret s/d 30
proses  politik pengelol | 1 Provinsi Hukum April
(076.01.06) aan
a. Penyiapan dokume
penyusunan n produk
rancangan hokum
peraturan i
KPU. Terlaksa
advokasi, nya ]
penyelesaian penyedia
sengketa an dan
dan penyajia
penyuluhan n
peraturan dokume
perundang ntasi dan
undangan .
yang informas
berkaitab i hukum
dengan yang
penyelengga mutakhir
raan pemilu
b. Pedoman, Jumlah v
. 5 Oran
petunjuk provinsi dan 1 g
teknis  dan | kabupaten Tergantung
bimbingan kota  yang Dokumen adanya undangan
teknis/super | mengikuti 1 Satker
vise/publikas 1 Laporan
i/




sosialisasi bimtek
penyelengga | pemilukada
raan pemilu
dan
pendidikan
pemilih

Sukoharijo, 4 Januari 2016
Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo

SUHADI, SH, MM

“Pembina Tk. I
NIP 19650810.199203.1.012




Nama Lembaga

KoM‘SI

PENGUKURAN KINERJA

: Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tahun : 2016

No Sasaran Program/ Indikator Target | Realisas Ket
Kegiatan Kinerja Kegiatan i

1 2 3 4 5 6

“1. | Dukungan manajemen dan

pelaksanaan  tugas  teknis o

lainnya (076.01.01) Jumlah KPU Provinsi / | 5 | aporan

a. Pelaksanaan akuntabilitas Kabupaten.Kota Yang | 12 bulan
pengelolaan  administrasi | menyampaikan layanan
keuangan di lingkungan | laporan pertanggung
setjen KPU jawaban penggunaan

anggaran (e-LPPA)
yang tepat waktu dan
valid.

b. Pengelolaan data, | Prosentase jumlah, 1
dokumentasi, pengadaan, | jenis, alokasi dan | pokumen
_pendlstrl_bus_lan dan peruntukan logistik | 1 Layanan
inventarisasi sarana dan emilu vang tepat
prasarana pemilu P yang tepat. Pengadaa

n
1 unit

c. Pelaksanaan  manajemen Fasilitasi 5

perencanaan dan data - Fasllitasi
pembentukan Dokumen
lembaga riset | 1 Aplikasi

kepemiluan dan
operasionalisasinya

- Jumlah sistem
aplikasi yang
digunakan dalam

penyelenggaraan
pemilu

- Pengembangan

teknologi informasi
dalam kepemiluan
:a. kalian e-voting,
e-counting dan e-
recapitulation  b.
penguatan sarana
dan prasarana
perangkat

teknologi informasi
kepemiluan




- Presentase
kesesuaian antara
renstra dan renja
K/L dan RKAKL

d. Pembinaan sumber daya
manusia, pelayanan dan |~ Iayapan 1
administrasi kepegawaian peningkatan Dokumen
kompetensi SDM 2 Orang
- penataan
organisasi,
pembinaan dan
pengelolaan
administrasi
sumber daya
manusia
e. Penyelenggaraan - presentasi 2 laporan
operasional dan pengadministrasian 13 Bul
pemeliharaan BMN KPU Daerah ulan
perkantoran (Prov, Kab, Kota) | Layanan
ke dalam aplikasi | 3 Satker
SIMAK
- penataan,
pendataan dan
penilaian arsip
- layanan
perkantoran
f. Pemeriksaan di | - prosentase
lingkungan setjen KPU, pengaduan 2 Laporan
sekretariat kpu provinsi masyarakat yang
dan  sekretariat KPU ditindak lanjuti
Kabupaten/Kota
- prosentase
penurunan  kasus
terhadap
penyelewengan
keuangan ,
pegawai
Penguatan kelembagaan
demokrasi dan  perbaikan
proses politik (076.01.06) - Terlaksananya 1 Kasus
a. Penyiapan penyusunan pengelolaan 1 Laporan
rancangan peraturan KPU, dokumen produk | 1 Provinsi
advokasi, penyelesaian hokum
sengketa dan penyuluhan | Terlaksanya
peraturan perundang .
undangan yang berkaitab penyeq.laan dan
dengan penyelenggaraan penyajian
pemilu dokumentasi dan
informasi  hokum
yang mutakhir
b. Pedoman, petunjuk teknis | j,miah provinsi dan
dan ~ bimbingan | |5 paten kota yang > Orang
teknis/supervise/publikasi/s | mengikuti bimtek 1
osialisasi penyelenggaraan pemilukada Dokumen
pemilu dan pendidikan 1 Satker

pemilih

1 Laporan




Nama Lembaga
Tahun

: 2016

PENGUKURAN KINERJA
: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo

wOMIS,

No.

Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja

Target

Realisasi

Keterangan

2

3

Meningkatnya  kualitas

penyelenggaraan pemilu.

Meningkatnya
presentase
pemilih dalam
pemilu
Presentasi
partisipasi
pemilih
perempuan
dalam pemilu
Presentase
pemilih
disabilitas
yang
terdaftar

dalam  DPT

yang
menggunaka

n hak pilihnya

75 %

Meningkatnya kapasitas

penyelenggara pemilu

1)

2)

Presentase
terpenuhinya
jumlah
pegawai
organik
kesekretariata
n KPU.
Presentase
ketepatan
waktu
penyelesaian
administrasi

kepegawaian.

80 %




Meningkatnya

kualitas

regulasi kepemiluan

1)

2)

Presentase
partisipasi
pemangku
kepentingan
dalam
penyusunan
regulasi
Presentase
sengketa
hukum yang
dimenangkan
oleh KPU

85 %




